LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN : 2001 NOMOR : 14 SERI D NOMOR 12

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang
menganut prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah yang
luas nyata dan bertanggung jawab, maka untuk
kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota
Surakarta perlu adanya penataan kembali perangkat
Pemerintahan Daerah Kota Surakarta, sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerabh;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud di atas, serta
untuk menunjang pelaksanaan Otonomi dipandang perlu
penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah dengan Peraturan Daerabh;

Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah — Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-



pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Wilayah Kota Surakarta;

2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Surakarta;



4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Surakarta;

6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;

8. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerabh;

9. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana sebagian tugas Dinas yang berada di
Kecamatan;

10.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional
Dinas di lapangan;

11.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah;

12.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah di bawah
Kecamatan;

13.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat
mandiri.
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BAB Il

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan di Kota Surakarta dibentuk
Perangkat Daerah yang terdiri dari :

a. Sekretariat Daerah.

b. Dinas Daerah, yang terdiri dari :

Dinas Pekerjaan Umum;

Dinas Tata Kota;

Dinas Kebersihan Dan Pertamanan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga,;

Dinas Pertanian;

Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal,
9. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
10.Dinas Tenaga Kerja;
11.Dinas Pendapatan Daerah;
12.Dinas Pariwisata Seni dan Budaya;
13.Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
14.Dinas Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan;
15.Dinas Pengelolaan Pasar;

c. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

1. Badan Pengawas Daerah;
2. Badan Perencanaan Daerah;
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Badan Kepegawaian Daerah;

Badan Informasi dan Komunikasi;

Badan Pertanahan;

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;

9. Kantor Keuangan Daerabh;

10.Kantor Pemadam Kebakaran;

11.Kantor Lingkungan Hidup;

12.Kantor Pengelolaan Aset Daerah;
13.Kantor Pengelolaan Pedangang Kaki Lima.
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. Kecamatan-Kecamatan.

. Kelurahan-Kelurahan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

. Bagian Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

BAB llI
SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Pertama
Sekretariat Daerah
Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris
Daerah yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota.

(2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi,
organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi
kepada seluruh perangkat daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana
Pemerintahan Daerah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(4) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 2 (dua) Asisten dan 4
(empat) Bagian yaitu :



a. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :

1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah (OTDA), terdiri dari :

a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;

b) Sub Bagian Urusan Otonomi dan Perangkat Daerah;
c) Sub Bagian Administrasi Perkotaan;

d) Sub Bagian Kerjasama Daerah.

. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari :

a) Sub Bagian Perundang-undangan;

b) Sub Bagian Bantuan Hukum;

c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum;

d) Sub Bagian Hak Asasi Manusia (HAM).

b. Asisten Administrasi, terdiri dari :

1. Bagian Umum, terdiri dari :

a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
b) Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga;
c) Sub Bagian Perlengkapan.

. Bagian Organisasi, terdiri dari :

a) Sub Bagian Kelembagaan;
b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
c) Sub Bagian Analisa Jabatan.

(5) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Il Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak
terpisah dari Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan

Pasal 4

(1) Asisten Pemerintahan sebagai unsur staf yang dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
Daerah.

(2) Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah di
bidang pemerintahan.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi :

a.
b.

Perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;

Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan unit kerja yang terkait di
bidang pemerintahan;

Pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan di bidang
pemerintahan.

(4) Asisten Pemerintahan, terdiri dari :



1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah (OTDA), terdiri dari :
a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
b. Sub Bagian Urusan Otonomi dan Perangkat Daerah;
c. Sub Bagian Administrasi Perkotaan;
d. Sub Bagian Kerjasama Daerah.

2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari :
a. Sub Bagian Perundang-undangan;
b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
d. Sub Bagian Hak Asasi Manusia (HAM).

Paragraf 1
Bagian Pemerintahan
Pasal 5

(1) Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
program dan petunjuk teknis pembinaan  penyelenggaraan
pemerintahan umum, pembinaan perangkat daerah dan administrasi
perkotaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaran pemerintahan, penyusunan rencana program dan
petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan;
b. Penyelenggaraan urusan otonomi dan perangkat daerah;
c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang
administrasi perkotaan;
d. Penyelenggaraan kerjasama daerah.

(3) Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
b. Sub Bagian Urusan Otonomi dan Perangkat Daerah;
c. Sub Bagian Administrasi Perkotaan;
d. Sub Bagian Kerjasama Daerah.

Paragraf 2
Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pasal 6

(1) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai tugas
melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan produk-produk
hukum dan telaahan hukum, memberikan bantuan hukum,
mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum, menegakkan
dan menyebarluaskan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) kepada
masyarakat.



(2) Dalam melaksanakan tugas, Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(HAM) mempunyai fungsi :

a.
b.

d.

e.

Pengkoordinasian penyusunan produk-produk hukum;

Penelaahan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-
undangan dan penyiapan bahan rancangan Peraturan Daerah;
Pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kepada unsur
pemerintah daerah atas masalah hukum yang timbul dalam
pelaksanaan tugas;

Penghimpunan peraturan perundang-undangan publikasi hukum dan
dokumentasi hukum;

Penegak dan penyebarluasan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM).

(3) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari :

a.
b.
C.
d.

Sub Bagian Perundang-undangan;

Sub Bagian Bantuan Hukum;

Sub Bagian Dokumentasi Hukum;

Sub Bagian Hak Asasi Manusia (HAM).
Bagian Ketiga

Asisten Administrasi

Pasal 7

(1) Asisten Administrasi sebagai unsur staf yang dalam melaksanakan tugas
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

(2) Asisten Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah di
bidang administrasi.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Asisten Administrasi mempunyai fungsi :

a.
b.

Perumusan kebijakan di bidang administrasi;

Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan unit kerja yang terkait di
bidang administrasi;

Pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan di bidang
administrasi.

(4) Asisten Administrasi, terdiri dari :

1.

Bagian Umum, terdiri dari :

a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;

b) Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga;
c) Sub Bagian Perlengkapan.

Bagian Organisasi, terdiri dari :
a) Sub Bagian Kelembagaan;

b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
c) Sub Bagian Analisa Jabatan.



Paragraf 1
Bagian Umum
Pasal 8

(1) Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggaraan ketatausahaan,
protokol dan rumah tangga dan perlengkapan.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha pimpinan;
b. Pelaksanaan urusan protokol dan rumah tangga;
c. Pengelolaan perlengkapan.

(3) Bagian Umum, terdiri dari :
a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
b. Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga;
c. Sub Bagian Perlengkapan.

Paragraf 2
Bagian Organisasi
Pasal 9
(1) Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
pedoman dan petunjuk  teknis  pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan analisa jabatan.
(2) Dalam melaksanakan tugas, Bagian Organisasi mempunyai fungsi :
a. Pengolahan data, penyiapan bahan pembinaan dan penataan
kelembagaan;
b. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan dan ketatalaksanaan;
c. Penyelenggaraan analisa jabatan.
(3) Bagian Organisasi, terdiri dari :
a. Sub Bagian Kelembagaan;
b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
c. Sub Bagian Analisa Jabatan.
BAB V
DINAS-DINAS DAERAH
Bagian Pertama

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 10



(1) Dinas Pekerjaan Umum sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di
bidang pekerjaan umum, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum;

(3) Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

a.
b.
C.

d.

D
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Penyelenggaraan tata usaha dinas;

Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
Pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung pemerintah dan
rumah dinas;

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian perumahan dan
pemukiman serta pengelolaan rumah sewa,;

.Pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan jalan, jembatan dan

pengelolaan peralatan;
Pembangunan, operasi dan pemeliharaan drainase;

. Penyelenggaraan penyuluhan;
.Pembinaan jabatan fungsional,

Pembinaan terhadap Cabang Dinas Pekerjaan Umum dalam lingkup
tugasnya.

(4) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

a.

b.

C.

d.

e.

f.

g.

Kepala.

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan;.

Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Dinas Cipta Karya, terdiri dari :

1. Seksi Gedung Pemerintah dan Rumah Dinas;
2. Seksi Perumahan dan Pemukiman;

3. Seksi Penghunian dan Persewaan.

Sub Dinas Bina Marga, terdiri dari :

1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
3. Seksi Peralatan.

Sub Dinas Drainase, terdiri dari :
1. Seksi Pembangunan Drainase;
2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Drainase.

Cabang Dinas terdiri dari :
1. Cabang Dinas Pekerjaan Umum Surakarta Utara meliputi :



a. Kecamatan Banjarsari;
b. Kecamatan Jebres.
2. Cabang Dinas Pekerjaan Umum Surakarta Selatan meliputi :
a. Kecamatan Pasar Kliwon;
b. Kecamatan Serengan;
c. Kecamatan Laweyan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 111 Peraturan Daerah ini, merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Tata Kota

Pasal 11

(1) Dinas Tata Kota sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang
tata kota, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Tata Kota mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang tata kota.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Dinas Tata Kota mempunyai fungsi:
a. Penyelenggaan tata usaha dinas;
b. Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi dan pelaporan;
c. Pengendalian pengembangan kota;
d. Pengendalian tata ruang kota;
e. Pengendalian tata lingkungan dan tata letak;
f. Penyelenggaraan penyuluhan;
g. Pembinaan jabatan fungsional,

(4) Susunan organisasi Dinas Tata Ruang Kota, terdiri dari :
a. Kepala.

b.Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

d. Sub Dinas Pengembangan Kota, terdiri dari :
1. Seksi Fatwa Pembangunan;
2. Seksi Konservasi Bangunan Peninggalan Sejarah.



e. Sub Dinas Tata Ruang, terdiri dari :
1. Seksi Tata Bangunan;
2. Seksi Tata Ruang Reklame;
3. Seksi Penertiban dan Pengawasan Bangunan.

f. Sub Dinas Tata Lingkungan dan Tata Letak, terdiri dari :
1. Seksi Tata Lingkungan;
2. Seksi Tata Letak Perusahaan;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Organisasi Dinas Tata Kota sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1V Peraturan Daerah ini, merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Pasal 12

(1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai unsur pelaksana Pemerintah
Daerah di bidang kebersihan dan pertamanan, dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebersihan dan
pertamanan.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kebersihan dan Pertamanan
mempunyai fungsi:
a. Penyelenggaan tata usaha dinas;
b. Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi dan pelaporan;
C. Pelaksanaan pengelolaan taman, pemeliharaan jaringan dan
penerangan jalan umum;
d.Pelaksanaan pencatatan, pengumpulan dan pengelolaan data
pekuburan umum;
. Pelayangan dan pengelolaan pekuburan umum;
Pengelolaan kebersihan kota;
. Penyelenggaraan penyuluhan;
.Pembinaan jabatan fungsional.
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(4) Susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
a. Kepala.

b.Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.



c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

d. Sub Dinas Pertamanan dan Penerangan Jalan, terdiri dari :

1. Seksi Pertamanan;
2. Seksi Pemeliharaan Jaringan;
3. Seksi Penerangan Jalan.

e. Sub Dinas Pekuburan Umum, terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Pekuburan Umum;
2. Seksi Pemeliharaan Pekuburan Umum.

f. Sub Dinas Kebersihan, terdiri dari :

1. Seksi Kebersihan Lingkungan;
2. Seksi Angkutan Sampabh;
3. Seksi Pemusnahan Sampah.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5)Bagan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini,
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Kesehatan

Pasal 13

(1) Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang
kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerabh.

(2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan;

(3) Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a.
b.
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Penyelenggaraan tata usaha dinas;

Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan;

Pembinaan teknis rumah sakit dan kesehatan khusus;

Pengawasan dan pengendalian kefarmasian, makanan, minuman
dan obat tradisional;

Penyelenggaraan registasi dan akreditasi;

Pencegahan dan Pemberantasan penyakit;

Peningkatan kesehatan lingkungan;

Peningkatan kesehatan masyarakat dan peran serta masyarakat;
Peningkatan kesehatan ibu dan anak dan gizi keluarga;



j. Pembinaan kesehatan reproduksi dan usia lanjut;
k. Penyelenggaraan penyuluhan;
|. Pembinaan jabatan fungsional,
m. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

(4) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
a. Kepala.

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan;
2. Seksi Informasi Kesehatan.

d. Sub Dinas Upaya Kesehatan, terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
2. Seksi Kefarmasian Makanan dan Obat Tradisional;
3. Seksi Registrasi & Akreditasi.

e. Sub Dinas Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri
dari :
1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
2. Seksi Penyehatan Lingkungan.

f. Sub Dinas Penggerakan Peran Serta Masyarakat, terdiri dari:
1. Seksi Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan JPKM.

g. Sub Dinas Kesehatan Keluarga, terdiri dari :
1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
2. Seksi Gizi;
3. Seksi Kesehatan Reproduksi / Usia Lanjut.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas dipimpin oleh
seorang Kepala.

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Daerah dipimpin
oleh seorang Kepala.

j-  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instalasi Farmasi dipimpin oleh
seorang Kepala.

k. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan
dipimpin oleh seorang Kepala.

I. Kelompok Jabatan Fungsional.



(5) Kota Surakarta terdiri dari 15 UPTD Puskesmas dengan nama
sebagaimana tersebut dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
Pasal 14

(1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga,
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan,
pemuda dan olah raga,

(3) Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga

mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan tata usaha dinas;

b.Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan;

c. Penyelenggaraan dan pembinaan teknis pendidikan dasar dan anak
usia dini dan Khusus;

d. Penyelenggaraan dan pembinaan teknis pendidikan menengah, non
formal, kepemudaan dan olah raga;

e. Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan;

f. Pembinaan jabatan fungsional;

g. Pengelolaan cabang dinas;

h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan
Belajar.

(4) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga, terdiri
dari :
a. Kepala.

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.



d. Sub Dinas Taman Kanak-kanak / Sekolah Dasar (SD), terdiri dari :
1. Seksi Pendidikan;
2.Seksi Sarana Prasarana,;
3. Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis.

e. Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), terdiri dari :
1. Seksi Pendidikan;
2. Seksi Sarana Prasarana;
3. Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis.

f. Sub Dinas Sekolah Menengah, terdiri dari :
1. Seksi Pendidikan;
2. Seksi Sarana Prasarana;
3. Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis.

g. Sub Dinas Bidang Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Khusus,
terdiri dari :
1. Seksi Pendidikan dan Pengetahuan Dasar;
2. Seksi Pemuda dan Pramuka;
3. Seksi Olahraga.

h. Sub Dinas Kebudayaan, terdiri dari :
1. Seksi Kesenian;
2. Seksi Pengembangan Bahasa dan Budaya;
3. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.

i. Cabang Dinas terdiri dari :
1. Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kec. Serengan;
2.Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kec.
Pasarkliwon;
3. Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kec. Laweyan;
4.Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kec. Jebres;
5. Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kec. Banjarsari;

j- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar.

k. Kelompok Jabatan fungsional.

(5)Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Pertanian
Pasal 15

(1) Dinas Pertanian sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang
pertanian, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam



melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanian.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan tata usaha dinas;

b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan;
Pelaksanaan bimbingan teknis produksi pertanian, perkebunan,
peternakan dan perikanan;
Penyediaan informasi pasar dan permodalan;
Pelayanan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner,
Pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit tanaman;
Penyelenggaraan penyuluhan;
Pembinaan jabatan fungsional;
Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
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(4) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
a. Kepala.

b.Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

d. Sub Dinas Produksi, terdiri dari :
1. Seksi Pertanian;
2. Seksi Perkebunan;
3. Seksi Peternakan;
4. Seksi Perikanan

e. Sub Dinas Usaha Tani, terdiri dari :
1. Seksi Informasi Pasar dan Permodalan;
2. Seksi Bina Usaha.

f. Sub Dinas Perlindungan, terdiri dari :
1. Seksi Kesehatan Hewan;
2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
3. Seksi Pemberantasan Hama dan Penyakit.

g.Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Hewan dan
Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala.



h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan dipimpin oleh
seorang Kepala

I. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | X Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan
Pasal 16

(1) Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagai unsur pelaksana Pemerintah
Daerah di bidang lalu lintas angkutan jalan dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang lalu lintas angkutan jalan.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan
mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan tata usaha dinas;
b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan;
c. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta
bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
d. Pengaturan angkutan orang dan angkutan barang;
Pembinaan usaha sarana dan prasarana teknis kendaraan dan
bengkel,
Penyelenggaraan uji kendaran;
Penyelenggaraan penyuluhan;
Pembinaan jabatan fungsional,
Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
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(4) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan, terdiri dari :
a. Kepala.

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.



Sub Dinas Lalu Lintas, terdiri dari :
1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
2. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.

Sub Dinas Angkutan, terdiri dari :

1. Seksi Angkutan Orang;

2. Seksi Angkutan Barang.

Sub Dinas Teknik Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
1. Seksi Teknik Kendaraan dan Bengkel;

2. Seksi Uji Kendaraan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal dipimpin oleh seorang Kepala.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dipimpin oleh seorang
Kepala

Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal

Pasal 17

(1) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal sebagai unsur
pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan
penanaman modal, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal mempunyai
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian
perdagangan dan penanaman modal.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a.
b.

c.
d.
e.

f.

Penyelenggaraan tata usaha dinas;

Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
Pelaksanaan bimbingan terhadap perindustrian;

Pembinaan dan pengembangan pengusaha industri menengah, besar,
kecil dan pengendalian pencemaran;

Pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri, dalam
negeri dan perlindungan konsumen;

Pelayanan dan peningkatan pelayanan modal;

.Pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);



h. Penyelenggaraan penyuluhan;
i. Pembinaan jabatan fungsional;
j. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(4) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman
Modal, terdiri dari :

a. Kepala.

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

d. Sub Dinas Perindustrian, terdiri dari :
1. Seksi Industri Menengah dan Besar;
2. Seksi Industri Kecill,
3. Seksi Pengendalian Pencemaran.

e. Sub Dinas Perdagangan, terdiri dari :
1. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
2. Seksi Perdagangan Dalam Negeri
3. Seksi Bimbingan Usaha dan Perlindungan Konsumen.

f. Sub Dinas Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), terdiri dari :
1. Seksi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Luar Negeri;
2. Seksi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(5) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman
Modal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Xl Peraturan

Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
Pasal 18
(1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai unsur
pelaksana Pemerintah Daerah di bidang koperasi dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.



(2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha
kecil menengah (UKM).

(3) Dalam melaksanakan tugas, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
(UKM) mempunyai fungsi :

a.
b.

e.

f.

Penyelenggaraan tata usaha dinas;

Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan;

Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil
menengah (UKM);

. Pemberian perijinan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah

(UKM);
Penyelenggaraan penyuluhan;
Pembinaan jabatan fungsional,

(4) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM),
terdiri dari :

a.

b.

f.

Kepala.

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan;

Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Dinas Bina Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
(UKM), terdiri dari :

1. Seksi Pendaftaran dan Pengesahan;

2. Seksi Pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Sub Dinas Usaha dan Permodalan, terdiri dari :
1. Seksi Usaha;
2. Seksi Permodalan.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Xl Peraturan Daerah
ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Tenaga Kerja

Pasal 19



(1) Dinas Tenaga Kerja sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di
bidang tenaga kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerabh.

(2) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang tenaga kerja.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

a.
b.
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Penyelenggaraan tata usaha dinas;

Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan;

Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
Pembinaan dan pelatihan tenaga kerja;

Peningkatan hubungan industrial dan persyaratan kerja;

Pengawasan norma kerja dan pembinaan kesehatan dan
keselamatan kerja;

Penyelenggaraan penyuluhan;

Pembinaan jabatan fungsional,

(4) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari :

a.

b.

Kepala.

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan;

Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

. Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan

Kerja, terdiri dari :

1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja;

2. Seksi Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja.

Sub Dinas Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja, terdiri
dari :

1. Seksi Bina Pengusaha dan Organisasi Pekerja;

2. Seksi Penyelesaian Perselisihan;

3. Seksi Perumusan Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja.

Sub Dinas Pengawasan, terdiri dari :
1. Seksi Norma Kerja;
2. Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional.



(5) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Xl Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 20

(1) Dinas Pendapatan Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah
di bidang pendapatan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai
fungsi :

a.
b.

g.
h.

Penyelenggaraan tata usaha dinas;

Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan;

Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib
retribusi;

. Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak dan

retribusi;

Pengelolaan pembukuan penerimaan pajak, retribusi dan pendapatan
lain;

Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan jenis
pendapatan lain;

Penyelenggaraan penyuluhan;

Pembinaan jabatan fungsional,

Pengelolaan Cabang Dinas.

(4) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

a.

b.

C.

d.

Kepala.

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan;

Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Dinas Pendaftaran Pendataan dan Dokumentasi, terdiri dari :
1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
2. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.



Sub Dinas Penetapan, terdiri dari :

1.
2.
3.

Seksi Perhitungan;
Seksi Penerbitan Surat Ketetapan;
Seksi Angsuran.

Sub Dinas Pembukuan, terdiri dari :

1.
2.

2.

3.

Seksi Pembukuan Penerimaan;
Seksi Pembukuan Persediaan.

. Sub Dinas Penagihan, terdiri dari :
1.
2.

Seksi Penagihan dan Keberatan;
Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain.

. Cabang Dinas terdiri dari :
1.

Cabang Dinas Pendapatan Daerah |1 meliputi Kecamatan
Banjarsari;

Cabang Dinas Pendapatan Daerah Il meliputi Kecamatan Jebres
dan Kecamatan Pasar Kliwon;

Cabang Dinas Pendapatan Daerah [l meliputi Kecamatan
Laweyan dan Kecamatan Serengan;

Kelompok Jabatan Fungsional.

(5)Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini, merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Pariwisata Seni dan Budaya

Pasal 21

(1) Dinas Pariwisata Seni dan Budaya sebagai unsur pelaksana Pemerintah
Daerah di bidang pariwisata seni dan budaya dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pariwisata Seni dan Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pariwisata seni dan budaya.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya
mempunyai fungsi :

Penyelenggaraan tata usaha dinas;

Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan;

Pengembangan usaha akomodasi wisata, rekreasi dan hiburan

umum;

Pembinaan pelaku wisata;

Pengendalian dan pengembangan aset wisata seni dan budaya;

Pemasaran wisata;

a.
b.

)]



g. Penyelenggaraan penyuluhan;
h. Pembinaan jabatan fungsional.

(4) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, terdiri dari :
a. Kepala.

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

d. Sub Dinas Sarana Wisata, terdiri dari :
1. Seksi Akomodasi Wisata;
2. Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

e. Sub Dinas Pengendalian dan Pengembangan Aset Wisata Seni dan
Budaya, terdiri dari :
1. Seksi Pengendalian dan Pelestarian Aset Seni dan Budaya,;
2. Seksi Pengembangan Aset Seni dan Budaya.

f. Sub Dinas Pemasaran Wisata, terdiri dari :
1. Seksi Promosi Wisata;
2. Seksi Pelayanan dan Informasi Pariwisata.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini, merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipll
Pasal 22

(1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

(2) Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan
catatan sipil.



(3) Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan tata usaha dinas;

b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan;

c. Pengelolaan administrasi kependudukan;

d. Pencatatan dan penerbitan akta-akta kependudukan dan catatan
sipil;

e. Pengelolaan dan pelayanan dokumen;

f. Penyelenggaraan penyuluhan;

g. Pembinaan jabatan fungsional.

(4) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :
a. Kepala.

b.Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

d. Sub Dinas Kependudukan, terdiri dari :
1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
2. Seksi Mutasi Penduduk.

e. Sub Dinas Catatan Sipil, terdiri dari :
1. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
2. Seksi Kelahiran Kematian Pengakuan dan Pengesahan Anak.

f. Sub Dinas Dokumentasi dan Informasi, terdiri dari :
1. Seksi Pengelolaan Dokumen;
2. Seksi Pelayanan Dokumen;
3. Seksi Penyuluhan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(5) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Daerah ini,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan
Pasal 23
(1) Dinas Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan sebagai

unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan
pemberdayaan perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang



dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan
rakyat dan pemberdayaan perempuan.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesejahteraan Rakyat dan
Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

a.
b.

—ST@ ™o oo

Penyelenggaraan tata usaha dinas;

Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan;

Penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat;

Pembinaan keluarga sejahtera dan usaha ekonomi keluarga;
Pelayanan, rehabilitasi dan bantuan sosial;

Pembinaan pemberdayaan perempuan;

Penyelenggaraan penyuluhan;

Pembinaan jabatan fungsional;

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

(4) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan
Perempuan, terdiri dari :

a.

b.

Kepala.

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan;

Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

. Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Bina Keluarga Sejahtera,

terdiri dari :

1. Seksi Peningkatan Pemberdayaan Perempuan;
2. Seksi Kelembagaan Masyarakat;

3. Seksi Pengembangan Keluarga Sejahtera;

4. Seksi Usaha Ekonomi Keluarga.

Sub Dinas Pelayanan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, terdiri dari :
1. Seksi Bina Kesejahteraan Sosial;

2. Seksi Rehabilitasi Sosial;

3. Seksi Bantuan Sosial.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Asuhan Parmadi Yoga dipimpin
oleh seorang Kepala.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Wredha Dharma Bhakti dipimpin
oleh seorang Kepala.

. Kelompok Jabatan Fungsional.



(5) Bagan Organisasi Dinas Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan
Perempuan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVil
Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas
Dinas Pengelolaan Pasar
Pasal 24
(1) Dinas Pengelolaan Pasar sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di
bidang pengelolaan pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi

a. Penyelenggaraan tata usaha dinas;

b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan;

c. Pengaturan los dan kios pasar;

d. Pengelolaan pendapatan pasar;

e. Pengadaan peralatan dan pengelolaan kebersihan;

f. Pemeliharaan fasilitas dan bangunan pasar;

g. Pengawasan pungutan penerimaan pasar;

h. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dan pembinaan

pedagang;
Penyelenggaraan penyuluhan;
j- Pembinaan jabatan fungsional.

(4) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
a. Kepala.

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

d. Sub Dinas Pendapatan Pasar, terdiri dari :
1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
2. Seksi Penagihan dan Penerimaan;
3. Seksi Pembukuan.



e. Sub Dinas Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, terdiri dari :
1. Seksi Peralatan dan Kebersihan;
2. Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pasar;
3. Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar.

f. Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan, terdiri dari :
1. Seksi Keamanan dan Ketertiban;
2. Seksi Pengawasan;
3. Seksi Pembinaan Pedagang.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Daerah ini, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Bagian Pertama
Badan Pengawas Daerah
Pasal 25

(1) Badan Pengawas Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah
di bidang pengawasan, dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerabh.

(2) Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi

Penyelenggaraan sekretariat badan;

Pengawasan bidang pemerintahan;

Pengawasan bidang perekonomian dan pembangunan;
Pengawasan bidang kepegawaian;

Pengawasan bidang kesejahteraan sosial,
Pengawasan bidang keuangan dan perlengkapan;
Penyelenggaraan penyuluhan;

Pembinaan jabatan fungsional.
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(4) Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah, terdiri dari :
a. Kepala.

b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan Kegiatan;
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;



3. Sub Bagian Umum;

c. Bidang Pemerintahan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Hukum;
2. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan;
3. Sub Bidang Ketertiban dan Kesatuan Bangsa.

d. Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Sub Bidang Industri dan Pariwisata;
3. Sub Bidang Pembangunan.

e. Bidang Kepegawaian, terdiri dari :
1. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian;
2. Sub Bidang Pembinaan Aparatur.

f. Bidang Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Pemuda dan Olahraga;
3. Sub Bidang Ketenagakerjaan dan Kesehatan Masyarakat.

g. Bidang Keuangan dan Perlengkapan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pendapatan;
2. Sub Bidang Belanja Daerah;
3. Sub Bidang Pengelolaan Barang.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Organisasi Badan Pengawas Daerah adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Xl X Peraturan Daerah ini, merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Daerah
Pasal 26

(1) Badan Perencanaan Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah
Daerah di bidang perencanaan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala
yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerabh.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Daerah mempunyai
fungsi :
a. Penyelenggaraan sekretariat badan;
b. Penelitian dan pengembangan;
c. Perencanaan bidang ekonomi;
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Perencanaan bidang sosial budaya;
Perencanaan bidang fisik dan prasarana,
Penyusunan dan pengendalian program;
Penyelenggaraan penyuluhan;
Pembinaan jabatan fungsional.

(4) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Daerah, terdiri dari :

a.

b.

h.

Kepala.

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan;

Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Ekonomi;

2. Sub Bidang Sosial Budaya;

3. Sub Bidang Fisik dan Prasarana.

. Bidang Ekonomi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Investasi dan Keuangan;
2. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.

Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pemerintahan;

2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;

3. Sub Bidang Kependudukan;

4. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
1. Sub Bidang Prasarana Kota;
2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan.

. Bidang Penyusunan dan Pengendalian Program, terdiri dari :

1. Sub Bidang Penyusunan Program;
2. Sub Bidang Pengendalian dan Laporan;
3. Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Daerah adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini, merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 27



(1) Badan Kepegawaian Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah
Daerah di bidang kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala yang
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai
fungsi :
a. Penyelenggaraan sekretariat badan;
b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan;
Pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
Pengelolaan administrasi kepegawaian;
Penyelenggaraan pendidikan latihan pegawai;
Penyelenggaraan penyuluhan;
Pembinaan jabatan fungsional.
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(4) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
a. Kepala.

b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Bina Program, terdiri dari :
1. Sub Bidang Perencanaan;
2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Pembinaan Pegawai, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pembinaan Disiplin;
2. Sub Bidang Kesejahteraan.

e. Bidang Pengembangan Karier, terdiri dari :
1. Sub Bidang Mutasi Fungsional;
2. Sub Bidang Mutasi Struktural;
3. Sub Bidang Promosi.

f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Manajemen Pemerintahan;
2. Sub Bidang Teknis Fungsional.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(5) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Daerah adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XXl Peraturan Daerah ini, merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat



Badan Informasi dan Komunikasi
Pasal 28

(1) Badan Informasi dan Komunikasi sebagai unsur penunjang Pemerintah
Daerah di bidang informasi dan komunikasi, dipimpin oleh seorang
Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Badan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Badan Informasi dan Komunikasi
mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan sekretariat badan;
b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan;
Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen;
Pelaksanaan produksi dan pelayanan informasi;
Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
Penyelenggaraan penyuluhan;
Pembinaan jabatan fungsional.

@~pao

(4) Susunan Organisasi Badan Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :
a. Kepala.

b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Bina Program, terdiri dari :
1. Sub Bidang Perencanaan Sistem Informasi;
2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Telematika, terdiri dari :
1. Sub Bidang Piranti Lunak;
2. Sub Bidang Piranti Keras;
3. Sub Bidang Jaringan Komunikasi.

e. Bidang Komunikasi, terdiri dari :
1. Sub Bidang Produksi Informasi;
2. Sub Bidang Penyajian Informasi;
3. Sub Bidang Bina Komunikasi Masyarakat Kota.

f. Bidang Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pemberitaan;
2. Sub Bidang Media Komunikasi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.



(5) Bagan Organisasi Badan Informasi dan Komunikasi adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Pertanahan
Pasal 29

(1) Badan Pertanahan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di
bidang pertanahan, dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerabh.

(2) Badan Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pertanahan.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Badan Pertanahan mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan sekretariat badan;

b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan;

c. Penataan, pengaturan, pengendalian, penguasaan dan pemilikan
tanah;

d. Pengendalian penggunaan dan peruntukan tanah;

e. Pemberian hat atas tanah, pengadaan tanah dan pengelolaan
administrasi tanah aset Pemerintah Kota serta penyelesaian sengketa
pertanahan;

f. Pengukuran, pemetaan dan konservasi tanah;

g. Pendaftaran hak pertama, peralihan dan pembebanan hak tanah;

h. Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanabh;

i. Penyelenggaraan penyuluhan;

j. Pembinaan jabatan fungsional.

(4) Susunan Organisasi Badan Pertanahan, terdiri dari :
a. Kepala.

b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Bina Program, terdiri dari :
1. Sub Bidang Perencanaan;
2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah, terdiri dari :
1. Sub Bidang Konsolidasi Penataan dan Pengaturan Penguasaan
Tanah;



h.

2. Sub Bidang Bimbingan dan Pengendalian Pengaturan Penguasaan
Tanah.

Bidang Tata Guna Usaha dan Tata Ruang, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengaturan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang;
2. Sub Bidang Bimbingan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang.

Bidang Hak-Hak Atas Tanah dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan,

terdiri dari :

1. Sub Bidang Pemberian Hak Atas Tanah;

2. Sub Bidang Pengadaan Tanah dan Pengelolaan Administrasi
Tanah Aset Pemerintah Kota;

3. Sub Bidang Penyelesaian Sengketa Pertanahan.

. Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengukuran dan Pemetaan;

2. Sub Bidang Pendaftaran Hak Pertama;

3. Sub Bidang Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan Pejabat
Pembuat Akta Tanah.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Organisasi Badan Pertanahan adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 30

(1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur penunjang Pemerintah
Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakan
Peraturan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerabh.

(2) Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan
ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
mempunyai fungsi :

a.
b.
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Penyelenggaraan tata usaha kantor;

Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan;

Pembinaan ketentraman dan ketertiban;

Penegakan Peraturan Daerah;

Penyelenggaraan penyuluhan;

Pembinaan jabatan fungsional.



(4) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

a.

Kepala.

b. Sub Bagian Tata Usaha.

c. Seksi Perencanaan dan Pengendalian.
d.
e
f.

Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban.

. Seksi Penegakan Peraturan Daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(5)Bagan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Daerah ini,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 31

(1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai unsur

penunjang Pemerintah Daerah di

bidang kesatuan bangsa dan

perlindungan masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerabh.

(2) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat mempunyai fungsi :
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Penyelenggaraan tata usaha kantor;
Pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
Pengendalian bencana dan pembinaan umum;
Pembinaan hubungan antar lembaga;
Pembinaan kesatuan bangsa;
Penyelenggaraan penyuluhan;

Pembinaan jabatan fungsional.

(4) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan
Masyarakat, terdiri dari :
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Kepala.

Sub Bagian Tata Usaha.

Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat.
Seksi Pengendalian Bencana.

Seksi Pembinaan Umum.

Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Perlindungan



(5) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Daerah
ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Pasal 32

(1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagai unsur penunjang
Pemerintah Daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan daerah,
dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

(2) Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan
perpustakaan daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
mempunyai fungsi :

Penyelenggaraan tata usaha kantor;

Pengelolaan dan pelayanan arsip;

Pengelolaan teknis perpustakaan;

Pelayanan pemakai perpustakaan;

Penyelenggaraan penyuluhan;

Pembinaan jabatan fungsional.
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(4) Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah terdiri dari :
a. Kepala.
b. Sub Bagian Tata Usaha.
c. Seksi Pengelolaan Arsip.
d. Seksi Teknis Perpustakaan.
e. Seksi Pelayanan Pemakai Perpustakaan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5)Bagan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Daerah ini,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kantor Keuangan Daerah

Pasal 33



(1) Kantor Keuangan Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah
di bidang keuangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerabh.

(2) Kepala Kantor Keuangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Kantor Keuangan Daerah mempunyai
fungsi :
a. Penyelenggaraan tata usaha kantor;
b. Penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran
pendapatan dan belanja daerah;
Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah;
Penyelenggaraan verifikasi;
Penyelenggaraan penyuluhan;
Pembinaan jabatan fungsional.
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(4) Susunan Organisasi Kantor Keuangan Daerah terdiri dari :
Kepala.

Sub Bagian Tata Usaha.

Seksi Anggaran Rutin.

Seksi Anggaran Pembangunan.

Seksi Perbendaharaan.

Seksi Pembukuan.

Seksi Verifikasi.

Kelompok Jabatan Fungsional.
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(5) Bagan Organisasi Kantor Keuangan Daerah adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Daerah ini, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Kantor Pemadam Kebakaran
Pasal 34

(1) Kantor Pemadam Kebakaran sebagai unsur penunjang Pemerintah
Daerah di bidang pemadam kebakaran, dipimpin oleh seorang Kepala
yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemadam
kebakaran.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai
fungsi :
a. Penyelenggaraan tata usaha kantor;
b. Pengelolaan peralatan;



C.

d.
e.

Pencegahan dan pemadaman kebakaran;
Penyelenggaraan penyuluhan;
Pembinaan jabatan fungsional.

(4) Susunan Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran terdiri dari :

a.
b. Sub Bagian Tata Usaha.

c. Seksi Peralatan.

d.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala.

Seksi Pencegahan dan Pemadaman.

(5) Bagan Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Daerah ini, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 35

(1) Kantor Lingkungan Hidup sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah
di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerabh.

(2) Kepala Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Kantor Lingkungan Hidup mempunyai
fungsi :

a.
b.

~® Qoo

Penyelenggaraan tata usaha kantor;

Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi
pelaporan;

Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan;
Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan;

Penyelenggaraan penyuluhan;

Pembinaan jabatan fungsional.

(4) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :

S@meaooTw

Kepala.

Sub Bagian Tata Usaha.

Seksi Perencanaan.

Seksi Pengembangan Kapasitas.

Seksi Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Seksi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan.
Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
Kelompok Jabatan Fungsional.

dan



(5)Bagan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXVIX Peraturan Daerah ini, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Kantor Pengelolaan Aset Daerah
Pasal 36

(1) Kantor Pengelolaan Aset Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah
Daerah di bidang pengelolaan aset daerah, dipimpin oleh seorang
Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2)Kepala Kantor Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset
daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pengelolaan Aset Daerah
mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan tata usaha kantor;
b. Penyusunan program pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
c. Penyelenggaraan inventarisasi aset daerabh;
d. Penyelenggaraan penyuluhan;
e. Pembinaan jabatan fungsional.

(4) Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari :
a. Kepala.
b. Sub Bagian Tata Usaha.
c. Seksi Perencanaan.
d. Seksi Pemberdayaan.
e. Seksi Pendapatan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Organisasi Kantor Pengelolaan Aset Daerah adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXX Peraturan Daerah ini, merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima
Pasal 37

(1) Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima sebagai unsur penunjang

Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan pedagang kaki lima, dipimpin

oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerabh.



(2) Ke

pala Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan

pe

dagang kaki lima.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima
mempunyai fungsi :

a
b
C
d
e.
f.
g
Su

(4)
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. Penyelenggaraan tata usaha kantor;
. Penyusunan rencana program pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

. Penataan Pedagang Kaki Lima;

Penertiban Pedagang Kaki Lima;
Penyelenggaraan penyuluhan;

. Pembinaan jabatan fungsional.

sunan Organisasi Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima terdiri dari

Kepala.

Sub Bagian Tata Usaha.

Seksi Pembinaan.

Seksi Penataan.

Seksi Penertiban.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(5)Bagan Organisasi Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI Peraturan Daerah ini,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KECAMATAN

Pasal 38

(1) Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang
Camat yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan
Pemerintahan yang dilimpahkan dari Walikota.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan mempunyai fungsi:

a.
b.

Penyelenggaraan sekretariat kecamatan;

Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan;

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan;

Pengkoordinasian kegiatan dalam rangka upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat;

Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang sosial budaya,
perekonomian dan lingkungan hidup;

Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan umum dan pengelolaan
sarana dan prasarana kota;



g. Penyelenggaraan penyuluhan;
h. Pembinaan jabatan fungsional.

(4) Kota Surakarta terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu :
a. Kecamatan Laweyan;
b. Kecamatan Serengan;
c. Kecamatan Pasar Kliwon;
d. Kecamatan Jebres;
e. Kecamatan Banjarsari.

(5) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
Camat;

Sekretaris

Seksi Pemerintahan;

Seksi Kesejahteraan Masyarakat;

Seksi Perekonomian dan Lingkungan Hidup;
Seksi Sosial Budaya;

Seksi Pelayanan Umum;

Kelompok Jabatan Fungsional.
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(6) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXXII Peraturan Daerah ini, merupakan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KELURAHAN
Pasal 39

(1) Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan dipimpin oleh Lurah yang
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Camat.

(2) Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebgaian kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan dari Kecamatan.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Kelurahan mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan sekretariat kelurahan;

b. Penyelenggaraan pemerintahan;

c. Fasilitasi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

d. Fasilitasi pelaksanaan tugas di bidang perekonomian, lingkungan
hidup dan sosial budaya;
Penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat;
Penyelenggaraan penyuluhan;
g. Pembinaaan jabatan fungsional.

- 0

(4) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:
a. Lurah;
b. Sekretaris;



Seksi Pemerintahan;

Seksi Kesejahteraan Masyarakat;

Seksi Perekonomian dan Lingkungan Hidup;
Seksi Sosial Budaya,

Seksi Pelayanan Umum;

Kelompok Jabatan Fungsional.
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(5) Bagan Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XXXIII Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Kota Surakarta terdiri dari 51 Kelurahan dengan nama sebagaimana
tersebut dalam lampiran XXXIV Peraturan Daerah ini merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 40

(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas
memberikan pelayanan administratif kepada anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan tata usaha, rumah tangga, legislasi dan keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. Fasilitasi rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

d. Penyelenggaraan penyuluhan;

e. Pembinaan jabatan fungsional.

(4) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri
dari :
a. Sekretaris;

b. Bagian Umum, terdiri dari:
1. Sub Bagian Tata Usaha,;
2. Sub Bagian Rumah Tangga,
3. Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi.

c. Bagian Legislasi, terdiri dari:



1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
2. Sub Bagian Penyusunan Peraturan;
3. Sub Bagian Telaahan Evaluasi Peraturan.

d. Bagian Keuangan, terdiri dari:
1. Sub Bagian Anggaran;
2. Sub Bagian Pembukuan;

e. Kelompok Jabatan Fungsional;

(5) Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV Peraturan Daerah ini,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB [X
TATA KERJA
Pasal 41

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, sesuai
dengan tugasnya masing-masing.

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

(3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan
bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB X

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN



Pasal 42
(1) Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat
atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Pejabat Eselon Il dan 111 Perangkat Daerah Kota diangkat dan
diberhentikan oleh Walikota.

(3) Pejabat Eselon 1V Perangkat Daerah Kota dapat diangkat dan
diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kota atas pelimpahan kewenangan
oleh Walikota.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KEPEGAWAIAN
Pasal 43
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44
Demi kelancaran tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surakarta, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta
dapat mengangkat Tenaga Ahli sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
BAB XIll
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peratuan Daerah ini akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Walikota.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan
Daerah beserta Peraturan Pelaksanaannya yang bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.



BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan

pelaksanaan secara efektif mulai tanggal 2 Januari 2002.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di : Surakarta

pada tanggal : 5 September 2001

WALIKOTA SURAKARTA

cap. ttd

SLAMET SURYANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 14
Tanggal 6 September Tahun 2001, Seri D Nomor 12
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA

cap. ttd
Drs. SOEPARMAN R

Pembina Utama Muda
NIP. 500 040 992




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diundangkannya Undang — Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang — Undang Nomor 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
Peraturan Pemerintan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah membawa perubahan terhadap tatanan penyelenggaraan
pemerintahan di daerah di mana Pemerintah Daerah dituntut lebih
profesional di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal
tersebut dikarenakan telah terjadi perubahan mendasar terhadap sistem
Pemerintahan di daerah, yaitu dari sistem Pemerintahan yang bercorak
sentralistis menjadi sistem desentralistis. Perubahan tersebut membawa
konsekwensi terhadap kewenangan daerah dalam menentukan berbagai
kebijakan sebagai manivestasi Otonomi Daerah yang luas nyata dan
bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat menurut prakarsa sendiri, sesuai kondisi dan potensi daerah.

Kewenangan dan urusan yang dahulu berada di tangan Pemerintah
Pusat maupun di Pemerintah Propinsi sekarang merupakan hak di Daerah
untuk mengelola berdasarkan potensi dan kemampuan masing-masing
daerah.

Atas dasar prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawan tersebut di atas, memberikan arahan dan sekaligus
menjadikan pedoman bagi Pemerintah Kota Surakarta untuk menata
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan penataan organisasi ini dimaksudkan sebagai langkah
awal dalam menampung kewenangan dan urusan yang diberikan kepada
daerah dan disesuaikan dengan kondisi dan potensi di Kota Surakarta.

Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 46 cukup jelas



STRUKTUR ORGANI SASI

PEVERI NTAH KOTA SURAKARTA

VWAL KOTA

WAKI L WALI KOTA

ok

No

10.
11.

12.

13.

14.

15.

SEKRETARIAT |
DAERAH | T :
:
| :
| | | | | ’
Di nas Pekerjaan Unum Badan 1. Kantor Satpol PP
Di nas Tata Kot a Pengawas 2. Kantor Kesat uan SEKRETARI AT
Di nas Kebersi han dan Daer ah Bangsa dan ASI STEN ADI\/;‘I‘SI\IIISS-I:I'ERI\,IASI DPRD
Per t amanan Badan Per |l i ndungan PEMERI NTAHAN
Di nas Kesehat an Per encanaan Masyar akat |
Di nas Pendi di kan Daer ah 3. Kantor Arsip dan | | | |
Permuda dan O ah Raga Badan Per pust akaan Bagi an Bagi an Bagi an Bagi an
Di nas Pertani an Kepegawai an 4. Kantor Keuangan Peneri nt ahan Hukum Umum Or aani sasi
Dinas Lalu Lintas Daer ah Daer ah dan OTDA 9
Angkut an Jal an Badan 5. Kant or Pemadam dan HAM
Di nas Perindustrian I nf or masi Kebakar an
Per dagangan dan dan 6. Kantor Li ngkungan
Penanaman Modal Kormuni kasi Hi dup
Dinas Koperas dan Badan 7. Kant or Pengel ol aan
Usaha Kecil Menengah Per t anahan Aset Daerah
(UKM 8. Kant or Pengel ol aan
Di nas Tenaga Kerj a Pedagang Kaki Lima
Di nas Pendapat an
Daer ah
Di nas Pariwi sat a KECAMATAN
Seni dan Budaya (5 Kecanat an)
Di nas Kependudukan

dan Catatan Sipi
Di nas Kesej aht eraan
Rakyat & Penber dayaan
Per enpuan
D nas
Pasar

Pengel ol aan

KELURAHAN
(51 Kel urahan)




BAGAN ORGANI SASI PERANGKAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

BAGAN ORGANI SASI

LAVPI RAN | : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

WALI KOTA

WAKI L WAL| KOTA

---------------------------- DPRD

NOMOR ) TAHUN 2001

PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA

SEKRETARI AT
DAERAH

DI NAS

BADAN

KANTCOR

KECAMATAN

KEL URAHAN

AS| STEN SEKRETARI AT DPRD

WAL| KOTA SURAKARTA

Cap ttd

SLAVET SURYANTO



BAGAN ORGANI SASI SEKRETARI AT DAERAH LAMPI RAN 'l : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
KOTA SURAKARTA NOMOR ) TAHUN 2001

SEKRETARI AT DAERAH

[
KELOVPCOK
JABATAN
FUNGSI ONAL
| |
AS|I STEN
PEVERI NTAHAN DAN ASI STEN
OTONOM DAERAH ADM NI STRASI
| |
[ | [ |
BAG AN BAG AN BAG AN BAG AN
PEMERI NTAHAN DAN HUKUM ORGA
OTONOM  DAERAH DAN HAM UMM NIFSASH
SUBBAGH AN SUBBAG AN SUBBAG AN p———
| PEMERI NTAHAN UMM | PERATURAN Ll TATA USAHA Pl MPI NAN
L KELEMBAGAAN
PERUNDANG- UNDANGAN
| I
SUBBAG AN URUSAN SUBBAG AN SUBBAG AN
_| OTONOM  DAN SUBBAGH AN
PERANGKAT DAERAH || BANTUAN HUKUM B PROTOKS/;& RUMAH | KETATALAKSANAAN
I WALI KOTA SURAKARTA
SUBBAG AN H SUBBAG AN
ADM NI STRAS| PERKOTAAN SUBBAGI AN H PERL ENGKAPAN — SUBBAGI AN Cap tt d
DOKUVENTAS!  HUKUM ANALI SA JABATAN
| |
: ' SLAVET SURYANTO
SUBBAGI AN SUBBAGH AN
KERJASAMA DAERAH ] HAK ASASI MANUSI A




BAGAN ORGANI SASI DI NAS PEKERJAAN UMM LAMPIRAN Il : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2001
KEPALA
[
KEL OVPOK
JABATAN BAG AN
FUNGSI ONAL
TATA USAHA
[ I
SUBBAG AN SUBBAG AN
SUBBAG AN KEPEGAWAI AN KEUANGAN
UMUM
[
B|SNUAB P%ON&SAM SUB DI NAS SUB DI NAS SUB DI NAS
Cl PTA KARYA DRAI NASE
Bl NA MARGA
] 1 A ]
SEKSI SEKSI SEKSI
_| GEDUNG PEMERI NTAH DAN PEMBANGUNAN JALAN DAN PEMBANGUNAN DRAI NASE
SEKS| PERENCANAAN RUMAH DI NAS — JEMBATAN —
L| —| PERUMAHAN AN PEMKI MAN — SEKSI — SEKSI
SEKS| PENGENDALI AN PEMELI HARAAN JALAN DAN OPERASI DAN WAL| KOTA SURAKARTA
'EVALUASI DAN PELAPORAN JEVBATAN PENEL| HARAAN DRAI NASE
Cap ttd
L SEKSI
PENGHUNI AN DAN SEKSI
PERSEVWAAN L PERALATAN SLAMVET SURYANTO

CABANG DI NAS




BAGAN ORGANI SASI

DI NAS TATA KOTA

KOTA SURAKARTA

SEKSI

PENGENDALI AN EVALUASI
DAN PELAPORAN

SEKSI
KONSERVASI BANGUNAN

— PENI NGGALAN SEJARAH

TATA LI NGKUNGAN

LAVPI RAN | V PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOVOR .6 TAHUN 2001
KEPALA
[
KELOVPCOK
JABATAN BAG AN
FUNGSI ONAL TATA USAHA
|
[ [ |
SUBBAG AN SUBBAG AN SUBBAG AN
UMM KEPEGAWAI AN KEUANGAN
| | |
SUB DI NAS
SUB DI NAS SUB DI NAS SUB DI NAS TAT LI NGKUNGAN DAN
Bl NA PROGRAM PENGEVMBANGAN KOTA TATA RUANG TATA LETAK
I | 1 | 1

SEKSI
TATA RUANG REKLAME

SEKSI

— TATA LETAK PERUSAHAAN

WAL| KOTA SURAKARTA

Cap ttd

SEKSI
L PENERTI BAN DAN
PENGAVWASAN BANGUNAN

SLAVET SURYANTO



BAGAN ORGANI SASI DI NAS KEBERS|I HAN DAN PERTAMANAN

SEKSI
PENGENDALI AN EVALUASI
DAN PELAPORAN

SEKSI
— PEMELI HARAAN JARI NGAN

PEKUBURAN UMUM

L SEKSI
PENERANGAN JALAN

SEKSI
PEMVEL| HARAAN
PEKUBURAN UMUM

KEBERSI HAN LI NGKUNGAN

SEKSI
i ANGKUTAN SAMPAH

L SEKSI

PEMUSNAHAN SAMPAH

LAVPI RAN V PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
KOTA SURAKARTA NOVOR . 6 TAHUN 2001
KEPALA
[
KELOVPOK
JABATAN BAG AN
FUNGSI ONAL TATA USAHA
| |
SUBBAG AN SUBBAG AN
UMM KEPEGAWAI AN
| | |
SUB DI NAS
SUB DI NAS PERTAMANAN DAN SUB DI NAS SUB DI NAS
Bl NA PROGRAM PENERANGAN JALAN PEKUBURAN UMUM KEBERSI HAN
| = | —
|| PEREE&:\IAAN — PER’STIZKI\/SAIMN — PELATARAN || SEKS!

WALI KOTA SURAKARTA
Cap ttd

SLAVET SURYANTO



LAVPI RAN VI

NOMOR

NAVA UPTD PUSKESMAS
KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

6 TAHUN 2001

NO NANMA
1 2
1. Puskesnmas Jayengan

2. Puskesnmas Krat onan

3. Puskesnmas (Gaj ahan

4. Puskesnmas Sangkr ah

5. Puskesmas Penunpi ng

6. Puskesnmas Purwosari

7. Puskesnmas Paj ang

8. Puskesmas Purwodi ni ngr at an
9. Puskesnas St abel an

10. Puskesmas Si bel a

11. Puskesnmas Ngor esan

12. Puskesnmas Manahan

13. Puskesnmas Banyuanyar

14. Puskesmas Nusukan

15. Puskesnmas G | i ngan

WALI KOTA SURAKARTA
Cap ttd

SLAVET SURYANTO




BAGAN ORGANI SASI DI NAS KESEHATAN

LAMPI RAN VI | : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2001
KEPALA
i
[
KELOVPOK
JABATAN BAG AN
FUNGSI ONAL
TATA USAHA
[
[ [ |
SUBBAG AN SUBBAG AN SUBBAG AN
UMM KEPEGAWAI AN KEUANGAN
[ | [ [ |
SUB DI NAS
PENCEGAHAN PENYAKI T SUB DI NAS
SUB DI NAS SUB DI NAS DAN PENYEHATAN PENGGERAKKAN PERAN SUB DI NAS
Bl NA PROGRAM UPAYA KESEHATAN LI NGKUNGAN SERTA MASYARAKAT KESEHATAN KELUARGA
1] ] 1 ]
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
PERENCANAAN, ||
—  PENGENDAL| AN EVALUASI PELAYANAN KESEHATAN PENGAMATAN DAN PENI NGKATAN KESEHATAN — KESEHATANS EIKBSLlJ DAN ANAK
DAN PELAPORAN PENCEGAHAN PENYAKI T MASYARAKAT
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI SEKS
L KEFARMASI AN, MAKANAN L
| NFORMASI  KESEHATAN AN AT TRADI &1 AL PENYEHATAN LI NGKUNGAN PE1\/BERDAE\)(AA,\,IANJ Knl/DAjYARAKAT - azl
WAL| KOTA SURAKARTA
| SEKSI t
REG STRAS| DAN SEKSI
AKREDI TASI KESEHATAN REPRODUKSI / Cap ttd
US| A LANDUT

UPTD PUSKESNMAS

UPTD

RUVAH SAKI T DAERAH

UPTD

I NSTALASI FARVASI

UPTD
LABORATORI UM KESEHATAN

SLAVET SURYANTO



BAGAN ORGANI SASI

DI NAS PENDI DI KAN PEMJUDA DAN OLAHRAGA LAVMPI RAN VI | | : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
KOTA SURAKARTA NOVIOR 6 TAHUN 2001
KEPALA
[
KELOVPOK
JABATAN BAG AN
FUNGSI ONAL TATA USAHA
I
[ | |
SUBBAG AN SUBBAG AN SUBBAG AN
UMUM KEPEGAWAI AN KEUANGAN
[ | | [
SUB DI NAS
PENDI DI KAN
SUB DI NAS SUB DI NAS SUB DI NAS SUB DI NAS MASYARAKAT PEMUDA SUB DI NAS
Bl NA PROGRAM TK/ SD SLTP SEKCLAH MENENGAH DAN OLAHRAGA KEBUDAYAAN
0000 1 0000 1
SEKSI
SEKSI — SEKSI — SEKSI SEKSI H  PENDI DI KAN PENGETAHUAN | SEKSI
] PERENCANAAN PENDI DI KAN PENDI DI KAN PENDI DI KAN DASAR KESENI AN

SEKSI
—  PENDALI AN EVALUASI DAN
PELAPORAN

= SEKSI

= SEKSI

SEKSI -

SEKSI =

SEKSI
PENGEVMBANGAN BAHASA DAN

SARANA PRASARANA SARANA PRASARANA SARANA PRASARANA PEMUDA DAN PRAMUKA BUDAYA
SEKSI SEKSI SEKSI || SEKSI || SEKSI
TENAGA TEKNI S DAN TENAGA TEKNI S DAN TENAGA TEKNI'S DAN OLAH RAGA SEJARAH DAN
NON TEKNI S NON TEKNI S NON TEKNI' S KEPURBAKALAAN
I I
UPTD SKB
CABANG DI NAS WALI KOTA SURAKARTA

Cap ttd

SLAVET SURYANTO



BAGAN ORGANI SASI DI NAS PERTANI AN LAVPI RAN | X : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

KOTA SURAKARTA NOVOR ) TAHUN 2001
KEPALA
[
KELOVPOK
JABATAN BAG AN
FUNGSI ONAL
TATA USAHA
I
[ | |
SUBBAG AN SUBBAG AN SUBBAG AN
UMUM KEPEGAVAI AN KEUANGAN
[ | [ i
SUB DI NAS SUB DI NAS SUB DI NAS SUB DI NAS
Bl NA PROGRAM PRODUKSI USAHA TANI PERLI NDUNGAN
0000 1 0000 1
SEKSI
SEKSI - SEKSI - | NFORVASI PASAR DAN — SEKSI
1 PERENCANAAN PERTANI AN PERVODALAN KESEHATAN HEWAN
SEKSI
- SEKSI — SEKSI - KESEHATAN MASYARAKAT
SEKS PERKEBUNAN Bl NA USAHA VETERI NER
L{ PENDALI AN EVALUASI DAN
PELAPORAN
SEKSI SEKSI
I PETERNAKAN ] PEVBERANTASAN
HAMA DAN PENYAKI T
| SEKSI | |
PERI KANAN UPTD LABORATOR! UM
KESEHATAN HEWAN UPTD RUVAH WALI KOTA SURAKARTA
DAN MASYARAKAT
VETERI NER POTONG HEWAN
Cap ttd

SLAVET SURYANTO



BAGAN ORGANI SASI DI NAS LALU LI NTAS ANGKUTAN JALAN LAVPI RAN X : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

KOTA SURAKARTA NOVOR ) TAHUN 2001
KEPALA
[
KELOMPCOK
JABATAN BAG AN
FUNGSI ONAL
TATA USAHA
|
[ L |
SUBBAG AN SUBBAG AN SUBBAG AN
UMUM KEPEGAWAI AN KEUANGAN
[
SUB DI NAS
SUB DI NAS SUB DI NAS SUB DI NAS TEKNI K SARANA DAN
Bl NA PROGRAM LALU LI NTAS ANGKUTAN PRASARANA
A A A A
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
] PERENCANAAN M MANAJEMEN DAN REKAYASA ] ANGKUTAN ORANG ] TEKNI K KENDARAAN DAN
LALU LI NTAS BENGKEL
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
- PENDALI AN EVALUASI DAN - BI MBI NGAN KESELAMATAN — ANGKUTAN BARANG — UJlI KENDARAAN
PELAPORAN DAN KETERTI BAN

| | WALI KOTA SURAKARTA

UPTD PERPARKI RAN
UPTD Cap ttd

TERM NAL

SLAVET SURYANTO



BAGAN ORGANI SASI DI NAS PERI NDUSTRI AN PERDAGANGAN LAVPI RAN XI @ PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA NOVOR . 6 TAHUN 2001
KEPALA
I i
KELOMPCOK
JABATAN BAG AN
FUNGSI ONAL
TATA USAHA
[
[ [ |
SUBBAG AN SUBBAG AN SUBBAG AN
UMUM KEPEGAVAI AN KEUANGAN
[ | |
SUB DI NAS
SUB DI NAS SUB DI NAS SUB DI NAS PENANAVAN MODAL DAN
Bl NA PROGRAM PERI NDUSTRI AN PERDAGANGAN PENMBI NAAN BUMD
A — 1 ] 1
SEKSI L SEKSI SEKSI SEKSI
— PERENCANAAN I NDUSTRI _MENENGAH DAN ™| PERDAGANGAN LUAR NEGERI 7|  PENANAVAN MODAL DALAM
BESAR NEGER DAN LUAR NEGER!
WAL| KOTA SURAKARTA
SEKSI SEKSI
PENGENDALI AN EVALUASI | | | NDUSTRI KEQI L SEKSI || SEKSI
DAN PELAPORAN —| PERDAGANGAN DALAM PEMBI NAAN BUMD Cap t t d
NEGERI
SLAMET SURYANTO
| SEKSI t
PENGENDAL| AN PENCEMARAN SEKSI
Bl MBI NGAN USAHA DAN
PERLI NDUNGAN KONSUMEN




BAGAN ORGANI SASI DI NAS KOPERASI & USAHA KECI L MENENGAH LAVPI RAN XI'|: PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

KOTA SURAKARTA NOVOR ) TAHUN 2001
KEPALA
[
KELOMPCOK
JABATAN BAG AN
FUNGSI ONAL
TATA USAHA
|
[ L |
SUBBAG AN SUBBAG AN SUBBAG AN
UMUM KEPEGAWAI AN KEUANGAN
[
SUB DI NAS SUB DI NAS
Bl NA KELEMBAGAAN
SUB DI NAS KOPERASI DAN USAHA USAHA DAN
Bl NA PROGRAM KECI L MENENGAH PERMODALAN
(UKM
A A A
SEKSI SEKSI SEKSI
u PERENCANAAN u PENDAFTARAN DAN u USAHA
PENGESAHAN
SEKSI
SEKSI PENVBI NAAN KOPERASI DAN SEKSI
- PENDALI AN EVALUASI DAN — USAHA KECI L MENENGAH — PERMODALAN
PELAPORAN (UKM)

WALI KOTA SURAKARTA
Cap ttd

SLAVET SURYANTO



BAGAN ORGANI SASI DI NAS TENAGA KERJA LAVPI RAN XI ||

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
KOTA SURAKARTA

NOVOR 6 TAHUN 2001
KEPALA
i
[
KEL OVPOK
JABATAN BAG AN
FUNGSI ONAL
TATA USAHA
[
[ [ |
SUBBAG AN SUBBAG AN SUBBAG AN
UMM KEPEGAWAI AN KEUANGAN
I | [
SUB DI NAS SUB DI NAS

PENEMPATAN TENAGA HUBUNGAN | NDUSTRI AL

SUB DI NAS KERJA DAN PERLUASAN DAN KESEJAHTERAAN SUB DI NAS
Bl NA PROGRAM KESEMPATAN KERJA PEKERJA PENGAVWASAN
A 1 1 1
SEKSI
PENEMPATAN TENAGA KERJA SEKS|
SEKSI || SEKS
- NCANAA DAN PERLUASAN W BI NA PENGUSAHA DAN =
P § KESEMPATAN KERJA ORGANI SASI  PEKERJA NORVA KERJA
SEKSI WALI KOTA SURAKARTA
SEKS PEMBI NAAN DAN PELATI HAN
PENGENDALI AN EVALUASI || e iLys | SEKSI SEKSI
DAN PELAPORAN PENYELESAI AN L KESEHATAN DAN Cap ttd
PERSELI SI HAN KESELAVATAN KERJA p
SLAMET SURYANTO
SEKSI
PERUMUSAN PENGUPAHAN
i DAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA




CABANG DI NAS

BAGAN ORGANI SASI DI NAS PENDAPATAN DAERAH LAMPI RAN XIV : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2001
KEPALA
[
KELOMPOK
JABATAN BAG AN
FUNGSI ONAL
TATA USAHA
[ I
SUBBAG AN SUBBAG AN
SUBBAG AN KEPEGAWAI AN KEUANGAN
UMUM
| i
SUB DI NAS
PENDAFTARAN DAN
BISNUAB PDl NAS " PENDATAAN SUB DI NAS SUB DI NAS SUB DI NAS
ROGRA DOKUMENTASI
PENETAPAN PEVBUKUAN PENAGHHAN
1 1 ] 1
— PENDAE‘E,I’-(\EIAN DAN SEKSI SEKS! — PENAG HANngliﬁl KEBERATAN
SEKS| PERENCANAAN PENDAT AAN ] PERH TUNGAN PEMBUKUAN PENERI MAAN
SEKSI
|| SEKS| | SExs) || S | | PENGELOLAAN PENERI MAAN
] SEKSI PENGENDALI AN DOKUMENTASI DAN PENERBI TAN SURAT PEMBUKUAN PERSEDI AAN DAN SUNBELRAIPNENDAPATAN
_EVALUASI DAN PELAPORAN PENCOLARAN DATA KETETAPAN
WALI KOTA SURAKARTA
B ANGSURAN Cap ttd
SLAVET SURYANTO



PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

6 TAHUN 2001

BAGAN ORGANI SASI DI NAS PARI W SATA SENI DAN BUDAYA LAMPI RAN XV
KOTA SURAKARTA NOMOR
KEPALA
| :
KELOVPOK
JABATAN BAGQ AN
FUNGSI ONAL TATA USAHA
[
[ | |
SUBBAG AN SUBBAG AN SUBBAG AN
UMUM KEPEGAWAI AN KEUANGAN
[ | [
SUB DI NAS
SUB DI NAS PENGENDAL| AN DAN
SUB DI NAS SARANA W SATA PENGEMBANGAN ASET SUE DI NAS
Bl NA PROGRAM W SATA SENI DAN PEMASARAN W SATA
BUDAYA
— E— — ]
SEKSI
— PEREE&:\JAAN ] AKOMODASI - W SATA N PENGENSAEE'SlAN DAN T PROVCSBI?K?/I\I SATA

SEKSI
PENGENDALI AN EVALUASI
DAN PELAPORAN

SEKSI
USAHA REKREASI DAN

— HI BURAN UMUM

PELESTARI AN ASET SENI
DAN BUDAYA

SEKSI
PENGEMBANGAN ASET SENI
DAN BUDAYA

SEKSI
— PELAYANAN DAN | NFORMASI
PARI W SATA

WALI KOTA SURAKARTA
Cap ttd

SLAVET SURYANTO



BAGAN ORGANI SASI
KOTA SURAKARTA

DI NAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SI PI L

SEKSI
PENGENDALI AN EVALUASI
DAN PELAPORAN

SEKSI
MUTASI PENDUDUK

PERKAW NAN DAN
PERCERAI AN

SEKSI
KELAH RAN KEMATI AN

] PENGAKUAN DAN

PENGESAHAN ANAK

PENGELOLAAN DOKUVEN

SEKSI
PELAYANAN DOKUMEN

SEKSI
L PENYULUHAN

LAMPI RAN XVI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR o) TAHUN 2001
KEPALA
|
KELOVPOK
JABATAN BAGQ AN
FUNGSI ONAL TATA USAHA
[
[ [ |
SUBBAG AN SUBBAG AN SUBBAG AN
UMUM KEPEGAWAI AN KEUANGAN
[ [ [
SUB DI NAS SUB DI NAS
SUB DI NAS KEPENDUDUKAN SUB DI NAS DOKUVENTAS!  DAN
Bl NA PROGRAM CATATAN SI PI L | NEORMAS
S | 1 A
| | PEREE&:\IAAN — PENDAFTASRIiI\(NS ! PENDUDUK || SEKSI — VNS

WALI KOTA SURAKARTA
Cap ttd

SLAVET SURYANTO



BAGAN ORGANI SASI DI NAS KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LAMPI RAN XVI | : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
PEVMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA SURAKARTA NOVOR ) TAHUN 2001
KEPALA
[
KELOMPCOK
JABATAN BAG AN
FUNGSI ONAL TATA USAHA
|
[ L |
SUBBAG AN SUBBAG AN SUBBAG AN

UMUM KEPEGAWAI AN KEUANGAN

| I
SUB DI NAS SUB DI NAS
PENVBERDAYAAN PELAYANAN

SUB DI NAS

Bl NA PROGRAM

I

SEKSI
] PERENCANAAN

SEKSI

— PENDALI AN EVALUASI DAN

PELAPORAN

PEREMPUAN DAN BI NA
KELUARGA SEJAHTERA

7

SEKSI
= PENI NGKATAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

= SEKSI
KELEMBAGAAN NMASYARAKAT

SEKSI
PENGEMBANGAN KELUARGA
SEJAHTERA

L SEKSI
USAHA EKONOM  KELUARGA

REHABI LI TASI DAN
BANTUAN SOSI AL

S

SEKSI
= Bl NA KESEJAHTERAAN
SCSI AL

SEKSI
= REHABI LI TASI SCSI AL

SEKSI
BANTUAN SCsI AL

UPTD PANTI ASUHAN
PAMARDI  YOGA

UPTD PANTI
WREDHA DHARNMA
BHAKTI

WALI KOTA SURAKARTA

Cap ttd

SLAVET SURYANTO



BAGAN ORGANI SASI DI NAS PENGELOLAAN PASAR LAVPI RAN XVI'11: PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

KOTA SURAKARTA NOVOR ) TAHUN 2001
KEPALA
[
KELOVPOK
JABATAN BAG AN
FUNGSI ONAL
TATA USAHA
I
[ | |
SUBBAG AN SUBBAG AN SUBBAG AN
UMM KEPEGAVAI AN KEUANGAN
i [
SUB DI NAS
SUB DI NAS
KEBERSI HAN DAN
SUB DI NAS SUB DI NAS PENGAWASAN DAN
Bl NA PROGRAM PENDAPATAN PASAR PEMELI HARAAN PASAR PEMBI NAAN
I I — I
SEKSI SEKSI
— SEKSI — SEKSI M PERALATAN DAN I KEAVANAN DAN KETERTI BAN
PERENCANAAN PENDATAAN DAN PENETAPAN KEBERSI HAN
SEKSI SEKSI SEKSI
- PENGENDALI AN EVALUASI — PENAG HAN DAN I  PEMELI HARAAN FASILITAS || SEKSI
DAN PELAPORAN PENERI MAAN PASAR PENGAWASAN
SEKSI SEKSI L | SEKSI SEKSI
PENGATURAN LOS DAN KI OS ] PEMBUKUAN PEMELI HAEQ@ZIRBANGJNAN ] PEVBI NAAN PEDAGANG

WALI KOTA SURAKARTA
Cap ttd

SLAVET SURYANTO



BAGAN ORGANI SASI

BADAN PENGAWAS DAERAH

KOTA SURAKARTA

LAVPI RAN XI X :

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR © 6 TAHUN 2001

KEPALA
[
KELOMPCOK
JABATAN SEKRETARI AT
FUNGSI ONAL
|
[ L |
SUBBAG AN SUBBAG AN SUBBAG AN
PERENCANAAN KEG ATAN EVALUASI DAN PELAPORAN UMUM
I i | —
Bl DANG
Bl DANG Bl DANG
ONOM Bl DA
Bl DANG PEREK AN DAN NG KESEJ AHTERAAN KEUANGAN DAN
NGUI KEPEGAWAI AN
PEMERI NTAHAN PEMBA NAN SCSI AL PERLENGKAPAN
| 1
0] 0] 0]
SUB BI DANG
I  PEREKONOM AN DAN BUMD SUB BI DANG SUB Bl DANG SUB Bl DANG
- SUB Bl DANG HUKUM - ADM NI STRASI PENDI DI KAN DAN - PENDAPATAN
KEPEGAWAI AN KEBUDAYAAN
SUB BI DANG
SUB BI DANG L | | NDUSTRI DAN PARI W SATA SUB BI DANG SUB BI DANG
- ADM NI STRASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN || BELANJA DAERAH
PENMERI NTAHAN SUB BI DANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
| PENMBI NAAN APARATUR
SUB BI DANG SUB Bl DANG SUB BI DANG
KETERTI BAN DAN KESATUAN — PEMVBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DAN || SUB BI DANG
BANGSA KESEHATAN MASYARAKAT PENGELOLAAN BARANG

WALI KOTA SURAKARTA
Cap ttd

SLAVET SURYANTO



BAGAN ORGANI SASI

BADAN PERENCANAAN DAERAH
KOTA SURAKARTA

LAWVPI RAN XX :

PERATURAN DAERAH

KOTA SURAKARTA
TAHUN 2001

WALI KOTA SURAKARTA

NOVOR )
KEPALA
[
KELOMPCOK
JABATAN SEKRETARI AT
FUNGSI ONAL
|
[ L |
SUBBAG AN SUBBAG AN SUBBAG AN
UMUM KEPEGAWAI AN KEUANGAN
I | |
Bl DANG Bl DANG
PENYUSUNAN DAN
PENELI TI AN DAN Bl DANG Bl DANG Bl DANG PENGENDAL | AN
PENGEMBANGAN EKONOM SOSI AL DAN BUDAYA FI SI K DAN PRASARANA PROGRAM
A A A A A
SUB Bl DANG SUB Bl DANG
- SUB Bl DANG SUB Bl DANG - PEMERI NTAHAN SUB Bl DANG - PENYUSUNAN PROGRAM
EKONOM 1 | NVESTASI DAN KEUANGAN ] PRASARANA KOTA
SUB BI DANG SUB BI DANG SUB BI DANG
— SOSI AL BUDAYA — KESEJAHTERAAN RAKYAT — PENGENDAL| AN DAN
LAPORAN
SUB Bl DANG SUB Bl DANG
— PENGEVBANGAN L TATA RUANG DAN
DUNI A USAHA LI NGKUNGAN
SUB BI DANG SUB BI DANG SUB BI DANG
FI SI K DAN PRASARANA H KEPENDUDUKAN | STATI STI K DAN
DOKUVENTASI
SUB Bl DANG
L PENDI DI KAN DAN
KEBUDAYAAN

Cap ttd

SLAVET SURYANTO



BAGAN ORGANI SASI

KOTA SURAKARTA

BADAN KEPEGAVWAI AN DAERAH

KEPALA

LAMPI RAN XXI

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 6 TAHUN 2001

KELOMPCOK
JABATAN SEKRETARI AT
FUNGSI ONAL
|
[ L |
SUBBAG AN SUBBAG AN SUBBAG AN
UMUM KEPEGAWAI AN KEUANGAN
! ! l |
Bl DANG
Bl DANG
Bl DANG Bl DANG PENGEVBANGAN KARI ER PENDI DI KAN DAN
Bl NA PROGRAM PENMBI NAAN PEGAVAI PELATI HAN
A A A A
SUB Bl DANG
- SUB Bl DANG SUB Bl DANG - MUTASI FUNGSI ONAL SUB BI DANG
PERENCANAAN u PEMBI NAAN DI SI PLI N ™ MANAJEMEN PEMVERI NTAHAN
SUB BI DANG SUB BI DANG
H  PENGENDALI AN EVALUASI — MUTASI STRUKTURAL
DAN PELAPORAN
SUB Bl DANG SUB Bl DANG
L KESEJAHTERAAN L TEKNI S FUNGSI ONAL

SUB BI DANG
PROVOSI

WALI KOTA SURAKARTA
Cap ttd

SLAVET SURYANTO



BAGAN ORGANI SASI BADAN | NFORVASI DAN KOMUNI KASI LAVPI RAN XXI'l:  PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
KOTA SURAKARTA NOMOR : 6 TAHUN 2001

KEPALA
[
KELOMPCOK
JABATAN SEKRETARI AT
FUNGSI ONAL
|
[ L |
SUBBAG AN SUBBAG AN SUBBAG AN
UMUM KEPEGAWAI AN KEUANGAN
! l l |
Bl DANG Bl DANG
BI DANG TELENMATI KA KOMUNI KASI BI DANG
Bl NA PROGRAM HUMAS
A A A A
SUB Bl DANG SUB Bl DANG SUB Bl DANG
PERENCANAAN S| STEM - Pl RANTI  LUNAK - PRODUKSI | NFORMASI SUB Bl DANG
| NFORMASI u PEMBERI TAAN
SUB BI DANG SUB BI DANG SUB BI DANG
PENGENDAL| AN EVALUASI — Pl RANTI KERAS — PENYAJI AN | NFORMASI
DAN PELAPORAN
SUB Bl DANG
— MEDI A KOMUNI KASI
SUB BI DANG L SUB BI DANG
JARI NGAN KOMUNI KASI Bl NA KOMUNI KASI
MASYARAKAT KOTA

WALI KOTA SURAKARTA
Cap ttd

SLAVET SURYANTO



BAGAN ORGANI SASI
KOTA SURAKARTA

— PENGENDALI AN PENGATURAN
PENGUASAAN TANAH

— Bl MBI NGAN TATA GUNA
TANAH DAN TATA RUANG

BADAN PERTANAHAN LAMPI RAN XXI | | PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOVOR )
KEPALA
[
KELOVPOK
JABATAN SEKRETARI AT
FUNGSI ONAL
|
[ | |

SUBBAG AN SUBBAG AN SUBBAG AN

UMUM KEPEGAVAI AN KEUANGAN

! ! ! | |

Bl DANG Bl DANG
Bl DANG Bl DANG
Bl DANG PENGATURAN TATA GUNA TANAH DAN HAK- HAK ATAS TANAH PENGUKURAN DAN
Bl NA PROGRAM PENGUASAAN TANAH TATA RUANG DAN PENYELESAI AN PENDAFTARAN TANAH
SENGKETA PERTANAHAN

I I I I I

SUB BI DANG SUB BI DANG SUB BI DANG
- SUB BI DANG KONSOLI DASI  PENATAAN SUB BI DANG PEMBERI AN HAK ATAS - PENGUKURAN DAN PENETAAN
PERENCANAAN m DAN PENGATURAN | PENGATURAN TATA GUNA TANAH
PENGUASAAN TANAH TANAH DAN TATA RUANG
SUB Bl DANG SUB Bl DANG PENGADAAN TANAH DAN SUB Bl DANG
- PENGENDALI AN EVALUASI P A STrasl TANAH | PENDAFTARAN HAK PERTAMA
DAN PELAPORAN SUB BI DANG
Bl MBI NGAN DAN SUB BI DANG

SUB BI DANG
PENYELESAI AN SENGKETA
PERTANAHAN

SUB Bl DANG

PERALI HAN HAK, PEMBEBANAN
— HAK DAN PEJABAT PEMBUAT
AKTA TAHAH

TAHUN 2001

WALI KOTA SURAKARTA
Cap ttd

SLAVET SURYANTO



BAGAN ORGANI SASI KANTOR SATUAN POLI SI PAMONG PRAJA LAVPI RAN XXI'V : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
KOTA SURAKARTA NOMOR : 6 TAHUN 2001
KEPALA
|

KELOVPOK

JABATAN

FUNGSI ONAL
SUB BAG AN
TATA USAHA

| I
SEKSI
SEKSI PEMBI NAAN SEKSI
PERENCANAAN DAN KETENTRAVAN DAN PENEGAKAN
PENGENDALI AN KETERTI BAN PERATURAN DAERAH

WALI KOTA SURAKARTA

Cap ttd

SLAVET SURYANTO



BAGAN ORGANI SASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN LAVPI RAN XXV : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
PERLI NDUNGAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA NOMOR G TAHUN 2001
KEPALA

[

KELOVPCK
JABATAN

FUNGSI ONAL

SUB BAG AN
TATA USAHA
I I I |
SEKSI
PEMBI NAAN SATUAN SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PERLI NDUNGAN PENGENDALI AN PEMBI NAAN UMUM HUBUNGAN ANTAR PEMBI NAAN
MASYARAKAT BENCANA LEMBAGA KESATUAN BANGSA

WALI KOTA SURAKARTA
Cap ttd

SLAVET SURYANTO



BAGAN ORGANI SASI KANTCOR ARSI P DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KOTA SURAKARTA

LAVPI RAN XXVI
KEPALA
[

KELOVPCK
JABATAN
FUNGSI ONAL

SUB BAG AN

TATA USAHA

[ I
SEKSI
SEKSI SEKSI PELAYANAN
PENGELCLAAN ARSI P TEKNI S PEMAKAI
PERPUSTAKAAN PERPUSTAKAAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

6 TAHUN 2001
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